SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan
APBD, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten  Ciamis tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5593);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
57);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tatacara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah = Kabupaten  Ciamis (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Urusan  Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah = Kabupaten  Ciamis (Lembaran  Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD) Kabupaten
Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
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Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh
Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp.2.142.243.399.343,00 bertambah sejumlah Rp.344.960.325.689,00
sehingga menjadi Rp.2.487.203.725.032,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula

b. Bertambah

Rp. 2.033.414.162.633,00
Rp. 313.631.341.331,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.347.045.503.964,00

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah

Rp. 2.142.243.399.343,00
Rp. 344.960.325.689,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.487.203.725.032,00
Defisit setelah Perubahan Rp. (140.158.221.068,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula
2) Bertambah

Rp. 125.950.664.710,00
Rp. 26.328.984.358,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 152.279.649.068,00



(1)

(2)

3)

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 17.121.428.000,00
2) Berkurang Rp. (5.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 12.121.428.000,00

Jumlah Pembiayaan bersih setelah Perubahan Rp. 140.158.221.068,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan
setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 171.452.190.800,00
2) Bertambah Rp. 10.707.708.169,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah
Perubahan Rp. 182.159.898.969,00
Dana perimbangan

1) Semula Rp.1.331.942.475.000,00
2) Bertambah Rp. 20.499.023.000,00

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.1.352.441.498.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 530.019.496.833,00
2) Bertambah Rp. 282.424.610.162,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 812.444.106.995,00

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari Jenis pendapatan :

a. Pajak daerah
1) Semula Rp. 36.169.860.117,00
2) Bertambah Rp. 4.351.799.883,00
Jumlah pendapatan pajak daerah setelah
Perubahan Rp. 40.521.660.000,00
b. Retribusi daerah
1) Semula Rp. 9.644.707.940,00
2) Bertambah Rp. 7.947.963.336,00

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 17.592.671.276,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.318.035.276,00
2) Berkurang Rp. (189.471.211,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.128.564.065,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 122.319.587.467,00
2) Berkurang Rp. (1.402.583.839,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah Setelah perubahan Rp. 120.917.003.628,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a.

Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 72.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (4.149.817.000,00)

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 67.850.183.000,00
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b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.1.156.989.995.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah

Perubahan Rp.1.156.989.995.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 102.952.480.000,00
2) Bertambah Rp. 24.648.840.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 127.601.320.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri dari:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 4.038.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana pendapatan hibah setelah
Perubahan Rp. 4.038.000.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya.

1) Semula Rp. 77.749.854.200,00
2) Bertambah Rp. 27.845.420.395,00

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
dari grovinsi dan Pemda lainnya setelah

perubahan Rp. 105.595.274.595,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 448.231.642.633,00

2) Bertambah Rp. 2.897.224.367,00

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi

Khusus setelah Perubahan Rp. 451.128.867.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 251.681.965.400,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah lainnya
setelah Perubahan Rp. 251.681.965.400,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.1.491.657.802.963,00

2) Bertambah Rp. 1.460.936.497,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah

Perubahan Rp.1.493.118.739.460,00
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 650.585.596.380,00

2) Bertambah Rp. 343.499.389.192,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 994.084.985.572,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah
1) Semula Rp.1.226.492.727.765,00
2) Berkurang Rp. (15.649.858.605,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.1.210.842.869.160,00
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Belanja subsidi
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

Belanja hibah
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

Belanja bantuan sosial

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Perubahan

Belanja bagi hasil
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan

Belanja bantuan keuangan

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah belanja bantuan keuangan
Setelah Perubahan

Belanja tidak terduga

1) Semula

2) Berkurang

Jumlah belanja tidak terduga setelah
Perubahan

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

13.590.432.000,00
0,00

13.590.432.000,00

32.600.000.000,00
16.140.000.000,00

48.740.000.000,00

3.000.000.000,00
1.000.000.000,00

4.000.000.000,00

8.479.994.000,00
48.081.000,00

8.528.075.000,00

197.494.649.198,00
7.922.714.102,00

205.417.363.300,00

10.000.000.000,00
(8.000.000.000,00)

2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari:

a.

(1)

Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Belanja barang dan jasa

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah belanja barang dan jasa setelah
Perubahan

Belanja modal
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Pasal 4

1) Semula
2) Bertambah

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

81.821.297.625,00
4.939.867.554,00

86.761.165.179,00

266.475.607.455,00
111.030.552.617,00

377.506.160.072,00

302.288.691.300,00
227.528.969.021,00

529.817.660.321,00

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah

125.950.664.710,00
26.328.984.358,00

152.279.649.068,00
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(2)

(3)

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 17.121.428.000,00
2) Berkurang Rp. (5.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.121.428.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. SILPA Tahun Anggaran
1) Semula Rp. 125.950.664.710,00
2) Bertambah Rp. 26.328.984.358,00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 152.279.649.068,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan
a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (2.500.000.000,00)
Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi daerah)
1) Semula Rp. 11.538.000.000,00
2) Berkurang Rp. (2.500.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (investasi daerah)
Setelah perubahan Rp. 9.038.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang
1) Semula Rp. 583.428.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran pokok utang
Setelah perubahan Rp. 583.428.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.
2.

3.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran 1I Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam
tahun anggaran ini;

Lampiran VIII Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;
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Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7)  Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam PRKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegitan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam PRKA-SKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 sebagai
landasan operasional pelaksanaan.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Nopember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT
(207/2015).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005
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